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 SEJARAH  PERLINDUNGAN HAK HAK ASASI MANUSIA DALAM 
KAITANNYA DENGAN KONSEPSI NEGARA HUKUM 
 




Seberapa pentingkah mempelajari sejarah HAM?. Pertanyaan ini layak 
diajukan mengingat mempelajari sejarah, utamanya HAM kadang memicu 
debat yang tidak berkesudahan, kesimpangsiuran dan tendensi 
penyalahgunaan isu HAM. Padahal, sejarah dapat menyediakan data 
mengenai awal mula munculnya HAM sebagai sebuah gagasan hingga 
menjelma menjadi sebuah standar dan norma umum yang dalam 
perkembangannya bahkan sejumlah instrumen hukum HAM 
mensyaratkan negara-negara terikat untuk merumuskannya dalam 
peraturan perundang-undangannya. Dalam konteks ruang keIndonesiaan, 
ada kewajiban dan tanggung jawab negara  mengimplementasikan HAM 
dalam langkah-langkah efektif bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan 
budaya, pertahanan dan keamanan.  
 




1. Konsepsi Negara Hukum dalam Kaitannya dengan Perlindungan 
HAM 
 
Dalam sejarah perkembangan HAM, memperlihatkan bahwa 
munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan 
absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan 
konsep negara hukum baik itu rechtstaat maupun rule of law. 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Louis XIV dengan ungkapan L 
etat’est Moi atau Negara adalah Saya.  
 
Kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan menimbulkan 
kesewenang-wenangan, demikian diindikasikan oleh Lord Acton: power 
tends to corrupt, Absolute power corrupt absolutely.  Menurut philipus M. 
Hadjon sebagaimana dikutip Masda El-Muhtaj,2 konsep rechtstaat lahir 
dari suatu perjuangan  menentang absolutisme sehingga sifatnya 
revolusioner. Sebaliknya konsep rule of law berkembang secara 
evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria rechtstaat  dan 
                                                 
1 Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementrian Hukum 
dan HAM Jambi di Hotel Ceria Jambi tgl 24 Mei 2011. Istilah Hak Asasi Manusia dalam tulisan ini 
selanjutnya disebut HAM. 
2 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, 
Jakarta, 2005, hal. 23. 
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rule of law itu sendiri. Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum 
Eropa Kontinental yang biasa disebut civil law. Sedang konsep yang 
terakhir bertumpu pada sistem hukum  comman law atau Anglosakson. 
 Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis 
terhadap kekuasaan, pada dasarnya, dikarenakan politik kekuasaan yang 
cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan 
peran negara bagi kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar itu, 
terdapat keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan kekuasaan 
secara yuridis-normatif untuk menghindari penguasa yang otoriter. Di 
sinilah konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. 
Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus 
dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil 
government by laws, not by men (pemerintahan berdasarkan hukum 
bukan berdasarkan manusia).3 
Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 
dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, 
Fichte, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat. 
Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum 
dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of 
Law. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya 
dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu:4 
1. Perlindungan hak asasi manusia. 
2. Pembagian kekuasaan. 
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 
4. Peradilan tata usaha Negara. 
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam 
setiap Negara 
Hukum yang disebutnya dengan istilah  The Rule of Law, yaitu: 
1. Supremacy of Law. 
2. Equality before the law. 
3. Due Process of Law. 
Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl 
tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip 
Rule of Law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri 
Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh The 
International Commission of Jurist, prinsip-prinsip Negara Hukum itu 
ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak 
(independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang 
makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.  
 
                                                 
3 Miriam Budihardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,  Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 57. 
4 Jimly Assiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, trial::http://www. docudesk.com, 
diakses pada tanggal 19 Mei 2009, pukul 14:51 Wib. 
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Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut 
The International Commission of Jurists itu adalah: 
1. Negara harus tunduk pada hukum. 
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 
Sedangkan menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan 
pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu 
secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:5 
1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia 
yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human 
dignity). 
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan 
menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. 
Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan 
prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama 
dalam masyarakat bersifat predictable.  
Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian 
hukum itu adalah: 
a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; 
b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan 
tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan 
pemerintahan; 
c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat 
undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan 
secara layak; 
d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, 
adil dan manusiawi; 
e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan 
undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; 
f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya 
dalam undang-undang atau UUD. 
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the 
Law) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh 
mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau 
memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.  Di dalam 
prinsip ini, terkandung:  
(a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum 
dan pemerintahan, dan  
(b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi 
semua warga Negara. 
                                                 
5 B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal 
Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, 
November 2004, hal.124-125. 
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4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau 
untuk mempengaruhi tindakan tindakan pemerintahan.  
Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, 
yaitu: 
a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang 
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang 
diselenggarakan secara berkala; 
b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai 
pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; 
c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang 
sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 
politik dan mengontrol pemerintah; 
d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian 
rasional oleh semua pihak; 
e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat; 
f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; 
g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk 
memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif. 
h. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan 
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas 
ini terkandung hal-hal sebagai berikut: 
a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak; 
b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang 
bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan 
perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; 
c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, 
memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, 
pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. 
Gambara konsepsi negara hukum ini semakin mengukuhkan posisi 
negara sebagai welfare state. Karena adalah mustahil mewujudkan cita-
cita rule of law  sementara posisi dan peran negara sangat minimal. Atas 
dasar itulah kemudian, negara diberikan kebebasan  bertindak.  Negara, 
dalam hal ini pemerintah, memiliki freies ermessen atau pouvoir 
discretionnare, yaitu kebebasan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta 
dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan  keleluasaan untuk 
membuat kebijakan publik guna merealisasikan hak-hak ekosob.(Masda 
El-Muhtaj:2005:29) 
Berkaitan dengan konsepsi negara hukum maka Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945 menegaskan bahwa:”Indonesia adalah negara hukum.” 
Bermakna adanya pengakuan normatif dan empirik terhadp prinsip 
supremasi hukum; semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai 
pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum pada hakekatnya 
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pemimpin tertinggi negara sesungguhnya bukanlah manusia tetapi 
konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Sejalan dengan 
kemunculan ide demokrasi konstitusional yang tak terpisahkan dengan 
konsep negara hukum, baik rechtstaat  maupun  rule of law,  pada 
prinsipnya memiliki kesamaan yang fundamental, yakni pengakuan 
pentingnya adanya  pembatasan kekuasaan yang dilakukan secara 
konstitusional. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pemikiran dan praktik 
konsep negara hukum yang berbeda, konsep negara hukum adalah 
realitas dari cita-cita sebuah negara bangsa, tidak terkecuali bagi 
Indonesia.  
 
2.HAM sebagai Hak Kodrati 
HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena 
manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh 
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata 
berdasarkan martabatnya sebagai manusia.6 
Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu 
bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati 
mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). 
Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul Gerakan 
pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan 
Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang.  
Gerakan pembaharuan diteruskan oleh aliran hukum kodrat yang 
dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa 
setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang 
apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya 
kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi 
semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik; yang terpisah 
dari negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa 
setiap individu adalah makhluk otonom.7  
Pada bagian lain, John Locke pendukung hukum kodrati 
berpandangan bahwa: semua individu dikarunia alam hak yang inheren 
atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan 
tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui suatu kontrak sosial pengunaan 
hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa, 
apabila penguasa memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-
hak kodrati individu, rakyat dapat menggantikannya dengan penguasa 
yang mampu menghormati hak-hak tersebut. 
 
                                                 
6 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice,  Cornell University Press, 
Ithaca and London, 2003, p. 7. 
7 Rhona K Smith et al,  Hukum HAM, Pusham UII, Yogyakarta, 2009, hal. 12. 
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Dalam perkembangannya hak-hak individu itu memperoleh 
tempatnya pada: 
1. Magna Carta (1215) yang berisi kompromi pembagian kekuasaan 
Raja John dengan bangsawannya dan memuat gagasan HAM 
yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, 
penahanan dan pembuangan  kecuali ada keputusan pengadilan 
yang sah. 
2. Habeas Carpus (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang 
yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat. 
3. Glorius Revolution di Inggris pada tahun 1688 disusul Bill of Rights 
(1689) yang memuat hak-hak rakyat dan menegaskan kekuasaan 
Raja tunduk di bawah Parlemen. 
4. Declaration of Independence 1788 yang disusun Thomas Jefferson 
mencantumkan bahwa manusia karena kodratnya bebas merdeka 
serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dirampas 
dengan sifat kemanusiaannya berupa; hak hidup, hak memiliki, hak 
mengejar kebahagiaan dan keamanan 
5. Pandangan  inilah yang dibawah Marquis de lafayette ke Perancis 
dan dimuat di Des Droit De L’Homme et Du Citoyen (Deklarasi Hak 
Manusia dan Warga Negara 1789) Pasal 1 : “Tujuan setiap 
organisasi politik adalah pelestarian HAM yang kodrati dan tidak 
dapat dicabut. Hak-hak itu adalah kebebasan (Liberty), Harta 
(Property), keamanan (Safety), perlawanan terhadap penindasan 
(Resistence of Oppression) 
 
Gagasan HAM yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu 
mendapat tantangan serius pada abad ke 19 dari Jeramy Bentham 
seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar 
terhadap teori hak-hak kodrati adalah bahwa hak-hak kodrati itu tidak bisa 
dikonfimasi dan diverifikasi kebenarannya. Hak bagi Bentham adalah 
anak kandung hukum, dari fungsi hukum lahirlah hak. Kritik Bentham 
mendapat dukungan dari kaum positivis seperti yang dikembangkan oleh 
John Austin bahwa eksistensi  dan isi hak  hanya dapat diturunkan dari 
hukum negara. Satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang 
berdaulat. Ia tidak datang dari alam atau moral, melainkan dari negara.8 
Namun demikian, penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis 
tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan orang. Jauh dari 
anggapan Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia malah 
tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk 
menghidupkan kembali teori hak-hak kodrati inilah yang mengilhami 
kemunculan gagasan HAM di panggung internasional.9 Pengalaman 
                                                 
8 John Austin, The Province of Jurisprudence Determined,  W. Rumble (ed), Cambrige 
University Press, Cambrige, 1995. 
9 David Weissbrodt, Hak-Hak Asasi: Tinjauan dari Perspektif Sejarah,  dalam Peter Davies,  
Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai,  Yayasann Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 30. 
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buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat 
dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak 
kodrati. Setelah kebiadaban luar biasa terjadi selama Perang Dunia II, 
gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan 
dirancangnya instrumen intrnasional yang utama mengenai HAM. 10 
Hal itu dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada tahun 1945, segera setelah berakhirnya perang yang 
mengorbankan banyak jiwa umat manusia. Dengan mendirikan PBB, 
masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya  peristiwa 
Holocoust di masa depan, dan karena itu menegaskan kembali 
kepercayaan terhadap HAM, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, 
terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, kesetaraan negara 
kecil besar dan kecil. Dari  babakan inilah internasionalisasi  gagasan 
HAM. Sejak saat itu masyarakat internasional bersepakat menjadikan 
HAM sebagai tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan 
semua bangsa (a commond standard of achievement for all peoples and 
all nations).  Hal ini ditandai dengan dengan diterimanya oleh masyarakat 
internasional suatu rezim hukum HAM yang kemudian dikenal dengan 
International Bill of Human Rights yang terdiri dari tiga dokumen inti yaitu 
Deklarasi HAM sedunia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik 
(Kovenan Hak Sipol) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(Kovenan Hak Ekosob) 
Inti paham HAM adalah Pertama bahwa HAM  secara kodrati 
inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu  tanpa 
pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status 
sosial lainnya  dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu 
semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena 
mereka adalah warga negara suatu negara. 
 Kedua, perlindungan efektif terhadap HAM  terdapat dalam 
kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis. Ketiga, batas-batas 
pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-
undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa 
hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut 
atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi 
persyaratan hukum yang konstitusional.  
Konsepsi ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai 
dengan undang-undang, dan undang-undang yang dijadikan dasar 
tindakan pemerintah itu tidak bersifat menindas, sewenang-wenang atau 
diskriminatif. Dengan demikian pelaksanaan hak-hak kodrati setiap 
manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin 
pelaksanaan hak-hak yang sama bagi anggota masyarakat yang lain. 
                                                 
10 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergailan 
Internasional, Grafiti Press, Jakarta, 1994, hal.40. 
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Batas-batas ini hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang. Dengan titik 
tolak ini maka HAM seharusnya dipergunakan sebagai hak asasi untuk 
mengembangkan diri, yang berperan untuk kesejahteraan umat manusia.  
Jika dilihat dari sudut penegakannya, latar belakang untuk 
mengedepankan masalah hak-hak asasi di dalam instrumen hukum, 
didasarkan pada keinginan atau usaha untuk menghindari 
penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dengan alasan politis dari 
penguasa. Sehubungan dengan itu, dapat dipahami bahwa timbulnya 
keinginan untuk merumuskan hak dalam suatu hukum internasional dan 
nasional adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. 
Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan 
menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di 
negara masing-masing. Kewajiban ini tidak saja bersifat positif yaitu untuk 
ditegakkan atau diimpelementasikan. Dalam hal pengimpelementasian ini, 
terutama terhadap hak-hak asasi yang bersifat universal dan memiliki 
keberlakuan universal sebagaimana yang dirumuskan dalam deklarasi 
hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu sebagaimana ditegaskan dalam 
Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM, HAM perlu 
dilindungi dengan merumuskannya dalam instrumen hukum agar orang 
tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna 
menentang kezaliman dan penindasan sebagaimana ditunjukan dalam 
sejarah HAM itu.  
Berdasarkan paparan tersebut di atas, jelaslah bawah teori hak-
hak kodrati telah berjasa dalam mempersiapkan landasan bagi suatu 
sistem hukum HAM. Namun demikian kemunculannya sebagai norma 
hukum intrnasional dan nasional dan berlaku bagi setiap negara, 
membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya 
sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung dalam hak 
kodrati (sebagaimana diajukan John Locke). Kandungan HAM dalam 
gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan 
politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 
Bahkan belakang ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak 
baru yang disebut dengan hak solidaritas, hak minoritas, hak kelompok. 





PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA 
Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia mengalami pasang 
dan surut yang secara jelas dapat terlihat melalui tabel periodesasi 
sejarah Indonesia, mulai tahun 1908 hingga sekarang. Pada dasarnya, 
konsep HAM bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak-hak 
asasi individual, melainkan juga kewajiban-kewajiban asasi yang 
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menyertainya. Periode perkembangan HAM di Indonesia  dipaparkan 
sebagai berikut:11  
1. Periode 1908-1945 
2. Periode 1945-1950 
3. Periode 1950-1959 
4. Periode 1959-1966 
5. Periode 1966-1998 
6. Periode 1998-sekarang 
1. Periode 1908-1945 
Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia 
terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai 
timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa 
(nation state) melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah Goeroe Desa.  
Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak 
atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas 
menentukan nasib sendiri (the rights of self determination). Namun HAM 
bidang sipil, seperti hak bebas  dari diskriminasi dalam segala bentuknya 
dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga 
diperbincangkan. Bahkan konsep mengenai hak untuk turut serta dalam 
pemerintahan telah dikemukakan oleh Budi Utomo.  
Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring 
dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya 
sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia yaitu hak 
menentukan nasib sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, pemikiran 
tentang demokrasi asli Bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan 
Hatta, makin memperkuat anggapan bahwa HAM telah dikenal dan 
bukanlah hal baru bagi Bangsa Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM 
mengalami masa-masa penting manakala terjadi perdebatan tentang 
Rancangan UUD oleh BPUPKI.  
Supomo mengemukakan bahwa HAM berasal dari cara berpikir 
yang liberal dan individualistik yang menempatkan warga negara 
berhadapan dengan negara, dan karena itu, paham HAM tidak 
sesuai dengan “ide integralistik dari Bangsa Indonesia”.  Menurut 
Supomo manusia Indonesia menyatu dengan negaranya dan 
karena itu tidak masuk akal mau melindungi individu dari negara. 
Debat ini muncul kembali pada pertengahan Juli 1945. Sukarno 
mengemukakan bahwa keadilan  yang diperjuangkan bagi Bangsa 
Indonesia bukanlah keadilan individual, melainkan keadilan sosial 
dan karena itu HAM dan hak-hak dasar warga negara tidak pada 
tempatnya dalam UUD. Sebaliknya, Muhammad Hatta dan 
                                                 
11 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di 
Indonesia, Alumni, Bandung, 2001. 
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Muhammad Yamin memperingatkan bahwa bisa saja negara 
menjadi negara kekuasaan dan karena itu hak-hak dasar warga 
negara perlu dijamin. Akhirnya tercapailah Pasal 28 UUD 1945, 
dimana hak-hak dasar demokratis seperti hak untuk berserikat dan 
berkumpul dan untuk menyampaikan pendapat diatur. 
  
Hak asasi barulah mendapatkan tempat yang penting utamanya pada 
masa  KRIS 1949 dan UUDS 1950, karena kedua UUD atau konstitusi itu 
memuat HAM secara terperinci. Hal itu disebabkan KRIS 1949 dibuat 
setelah lahirnya Declaration of Human Right 1948, sedangkan UUDS 
1950 adalah perubahan dari KRIS 1949 melalui UU Federal No. 7 tahun 
1950.  
 
2.  Periode 1950- 1959    
Meskipun usia RIS relatif singkat, yaitu dari tanggal 27 Desember 
1949 sampai 17 Agustus 1950, namun baik sistem kepartaian multi partai 
maupun sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun 
waktu pertama berlakunya UUD 1945, masih berlanjut. Kedua sistem 
yang menumbuhkembangkan sistem politik demokrasi liberal/parlementer 
tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara 
kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950-
5 Juli 1959. bahkan pada periode ini suasana kebebasan yang menjadi 
semanggat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat 
dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode 
ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu”.12 Karena: 
1. semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam 
ideologinya masing-masing; 
2. kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul 
menikmati kebebasannya; 
3. Pemilihan Umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung 
dalam suasana kebebasan, fair dan demokratis; 
4. Parlemen atau Dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari 
kedaulatan rakyat menunjukan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-
wakil rakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan; 
5. Wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim  yang 
kondusif. 
 
Satu hal yang penting adalah bahwa semua partai, dengan pandangan 
ideologis yang berbeda-beda, sepakat bahwa HAM harus dimasukan ke 
dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral dalam batang 
tubuh UUD. 
  
                                                 
12 Ibid, hal. 32. 
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3. Periode 1959-1966 
 Memasuki periode kedua berlakunya UUD 1945 yaitu sejak 
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi 
Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem 
politik yang berlaku  yang berada di bawah kontrol/kendali Presiden. 
Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem 
politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan ataupun 
menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah naungan demokrasi 
terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau 
pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami 
kemunduran (set back)  sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan 
situasi pada masa Demokrasi Parlementer. 
 
4.Periode 1966-1998 
Pemberontakan G30S/PKI tanggal 30 September 1966 yang diikuti 
dengan situasi chaos mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa 
kelam kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan 
Supersemar  yang dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk 
mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan kembali 
pada situasi dan keadaan dimana HAM tidak dilindungi. Hal ini 
disebabkan oleh pemikiran para elite kekuasaan terhadap HAM. 
Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah produk barat. Pada 
saat yang sama Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi 
dengan mengunakan slogan “pembangunan” sehingga segala upaya 
pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat 
pembangunan. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang 
dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya bersifat restriktif 
terhadap HAM. 
Pada pihak lain, masyarakat umumnya diwakili LSM dan kalangan 
akademisi berpandangan bahwa HAM adalah universal. Keadaan 
minimnya penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir 
pada tahun 1998 yang ditandai oleh turunnya Soeharto sebagai Presiden. 
Periode 1966-1998 ini secara garis besar memiliki karakteristik tahapan 
berikut:  
4.1.Tahap represi dan pembentukan jaringan (repression and activation of 
network) 
 Pada tahap ini Pemerintah melakukan represi  terhadap segala 
bentuk perlawanan yang menyebabkan kelompok tertindas dalam 
masyarakat menyampaikan informasi ke masyarakat internasional. Konflik 
berdarah yang dimulai di Jakarta, ditandai dengan terbunuhnya pada 
Jenderal, disusul dengan munculnya  konflik langsung yang melibatkan 
tentara, penduduk sipil serta orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. 
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Pembunuhan, baik dalam bentuk operasi militer maupun konflik sipil 
terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah korban yang 
berbeda di tiap Provinsi. AD secara ressi menyimpulkan bahwa jumlah 
korban di seluruh Indonesia 78.000. orang.13 Ditengah-tengah 
keprihatinan akan runtuhnya supremasi hukum atas banyaknya 
pelanggaran HAM yang terjadi di periode ini, hasil pembentukan jaringan 
menampakan hasilnya dengan dibebaskannya hampir seluruh tahanan 
politik PKI pada tahun 1970-1979. Namun, tindakan represif Orde Baru 
tetap berlangsung terutama terhadap gerakan mahasiswa dan aktivis 
yang kritis terhadap pemerintah. 
 
4.2.Tahap Penyangkalan 
Tahap ini ditandai dengan suatu keadaan dimana pemerintah otoriter 
dikritik oleh masyarakat Internasional atas pelanggaran-pelanggaran HAM 
yang terjadi, jawaban yang umumnya diberikan oleh pemerintah adalah 
bahwa HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan  dianggap 
sebagai campur tangan terhadap kedaulatan negara. Tampaknya pada 
masa penyangkalan ini Pemerintahan Soeharto yang mendasarkan HAM 
pada konsepsi negara integralistik yang dikemukakan Supomo, yang 
tampaknya lebih mengedepankan kewajiban dibanding hak. Hal ini 
sebetulnya rancu, karena paham integralistik telah ditolak pada 
pembahasan naskah UUD, dan Supomo sendiri akhirnya menerima usul 
Hatta dan Muhammad Yamin untuk memasukan hak berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan pikiran ke dalam UUD.  
Kritik internasional yang berlanjut atas berbagai pelanggaran HAM Timor-
Timur, kasus Tanjung Priok, kasus DOM Aceh, kasus Kedung Ombo, 
peristiwa  Santa Cruz coba diatasi dengan membentuk Komnas HAM 
pada tahun 1993.   
 
4.3.Tahap Konsesi Taktis 
 Pada tahap ini Pemerintah Orde Baru terdesak dan diterpa krisis 
moneter pada tahun 1997. Indonesia mulai menerima HAM internasional 
karena membutuhkan dana untuk membangun. Pada bagian lain 
kekuasaan Orde Baru mulai melemah, puncaknya terjadi pada bulan Mei 
1998 yang diwarnai dengan peristiwa berdarah 14 Mei 1998. Demonstrasi 
mahasiswa yang terjadi secara besar-besaran telah menurunkan 
Soeharto sebagai Presiden. 
 
4.4.Tahap Penentuan 
Banyaknya norma HAM internasional yang diadopsi dalam 
peraturan perundang-undangan nasional melalui ratifikasi dan 
institusionalisasi. Beberapa kemajuan dapat dilihat dari berbagai 
                                                 
13 Hermawan Sulistyo, Pembantaian Massal yang Terlupakan, 2000, hal. 43. 
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peraturan perundang-undangan HAM yaitu diintegrasikannya HAM dalam 
perubahan UUD 1945 serta dibentuknya peraturan perundangan HAM.  
Pertanyaannya sekarang, apakah dengan memadainya instrumen hukum 
HAM dan institusionalisasi kelembagaan HAM, HAM telah menjadi suatu 
tatanan sosial dalam kehidupan bersama?  
 
C. PENUTUP 
Pemahaman HAM sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan 
berkembang di dalam masyarakat dapat ditelusuri dengan mempelajari 
sejarah perkembangan HAM. Sejarah juga mencatat babakan-babakan 
penting mengenai pasang surut capaian penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan HAM dalam suatu negara sehingga dapat dijadikan refleksi 
dan acuan bagi penyusunan kebijakan negara, dalam mewujudkan 
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